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1731/DJU.1/PW1.4/XI/2025 Jakarta. 10 November 2025
Terbatas

Satu Berkas

Perintah

Yth. Para Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 15607/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025)

di -

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

15607/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Perintah, serta

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian

Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah

Agung Tahun 2024 tentang Pembayaran Tunjangan Hakim dan Pegawai yang Terkena

Hukuman Disiplin dan Melaksanakan Tugas Belajar Belum Sesuai Ketentuan, bersama

ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memerintahkan kepada Para Sekretaris

selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Pengadilan Tinggi dan

Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud untuk:

1) Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pembayaran gaji dan tunjangan

bagi hakim dan pegawai;

2) Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja terkait lebih

cermat dalam melakukan verifikasi atas pembayaran tunjangan hakim dan pegawai;

3) Menginstruksikan kepada Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai

(PPABP) Satuan Kerja terkait lebih optimal dalam mengelola administrasi data

kepegawaian yang terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan hakim dan

pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan yang dikenakan hukuman

disiplin;dan












